BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/93/DINSOS P2KB P3A TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

Menimbang

Mengingat

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

: bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bungo Tahun 2026;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor
50, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6819);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Derah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2025 Nomor 8);

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUNGO TAHUN
2026.

Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bidang
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dinas
Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bungo Tahun 2026, sebagai berikut:

Nama : DIAN EKASARI A, S.AB
NIP : 19831004 200701 2 008
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I (III/b)

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, mempunyai tugas membantu
bendahara pengeluaran melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bungo Tahun 2026.
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Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas
Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bungo.

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 melalui
Anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bungo.

Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA
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